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TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
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TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG 

   
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015, 
Rincian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 
 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3262); 
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3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3987); 
 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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12. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



- 4 - 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 
 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang  Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5351); 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
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31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara   (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

 
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 
 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 
 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, 

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 24 

Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 
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37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 
 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 
2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2015 Nomor 9); 
 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 

17); 
 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19); 
 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2012 Nomor 23); 
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44. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung  Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 
1); 

 
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan 
Kelurahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22); 

 
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2012 Nomor 1); 

 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2012 Nomor 2);  
 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT 
Citra Bangun Selaras Kabupaten Bandung (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 3); 
 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro 
Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) melalui 

Perbankan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 4); 

 
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 
Nomor 5); 

 
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Kelurahan Rancaekek Kencana 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung  Tahun 2012 Nomor 

19); 
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52. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2012 Nomor 24); 

 
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 

2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik 
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 

12); 
 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2014 Nomor 4); 
 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 
2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2014 

Nomor 20); 
 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2015 Nomor 2); 
 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2015 Nomor 10); 

 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2016 Nomor 11) 
 

MEMUTUSKAN : 

   
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2015. 
   

Pasal 1 

 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri 

atas : 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli 
Daerah  

b. Dana Perimbangan  

c. Lain-lain 
Pendapatan Daerah 

yang Sah 

Rp.   784.216.215.215,60 
 
Rp.2.310.509.110.606,00 

Rp.1.382.092.266.014,00 

Jumlah Pendapatan ....Rp.4.476.817.591.835,60 
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2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai .... 
2) Belanja Bunga ...... 

3) Belanja Subsidi .... 
4) Belanja Hibah ...... 

5) Belanja Bantuan 
Sosial  

6) Belanja Bagi Hasil  

7) Belanja Bantuan 
Keuangan ............ 

8) Belanja Tidak 
Terduga  

Rp 1.982.292.982.263,00 
Rp.                           0,00 

Rp.                           0,00 
Rp.   169.528.017.394,00 

Rp.     14.098.500.000,00 
 
Rp.   248.191.375.600,00 

 
Rp.   129.324.752.500,00 

Rp.       2.820.015.000,00 

                                                  Rp.2.546.255.642.757,00 
b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang & 
Jasa 

3) Belanja Modal 

Rp.     52.412.198.523,00 

Rp.1.300.202.518.140,81 
Rp.   708.464.526.697,00      

                                                  Rp.2.061.079.243.360,81 

Jumlah Belanja ...............Rp.4.607.334.886.117,81 
Surplus/(Defisit) ..............(Rp. 130.517.294.282,21) 
   

3. Pembiayaan :  
a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Rp.   671.926.101.523,84 

Rp.     15.500.000.000,00 
Jumlah Pembiayaan Netto Rp.   656.426.101.523,84 

Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berjalan 

Rp.   525.908.807.241,63 

 

 
Pasal 2 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal 3 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam 
penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 
 

Pasal 4 
 

Pejabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati Bandung ini. 
 

 
Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah. 
   

 Ditetapkan di Soreang 
pada tanggal 31 Agustus 2016 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
ttd 

 

 
DADANG M. NASER 

  
Diundangkan di Soreang 

Pada tanggal 31 Agustus 2016 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG, 

 
                ttd 

 
 
SOFIAN NATAPRAWIRA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 47 

 


